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ABSTRAK 
 
Kompleksitas fungsi lahan di sepanjang Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo sebagai pusat perkantoran dan 

pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, permukiman, industri, dan wisata, menjadikan perkembangan 

pembangunan dan pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tersebut begitu cepat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi penyimpangan pemanfaatan ruang fungsi bangunan  di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 

beserta arahan pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik 

analisis overlay (intersect) untuk mengetahui kesesuaian dan Analytichal Hierarchi Prosses (AHP) untuk 

mengetahui arahan. Hasil penelitian penggunaan lahan eksisting di koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 

47% digunakan sebagai sektor perdagangan dan jasa dari total bangunan eksisting. Bangunan yang memiliki 

IMB sebesar 15% dari total bangunan eksisting. Terdapat 13% dari total bangunan ber-IMB yang kepemilikan 

izinnya tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR Perkotaan Gresik Tahun 

2019, fungsi koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo sudah sesuai yaitu sebagai kawasan perdagangan dan 

jasa, sedangkan berdasarkan kepemilikan izin mendirikan bangunan terdapat ketidaksesuaian, 74% yang 

diperuntukan sebagai rumah tempat tinggal. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi dalam pengajuan 

kepemilikan izin mendirikan bangunan. Arahan insentif dalam pengendaliaan pemanfaatan ruang di sepanjang 

koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo diprioritaskan dengan cara melakukan peninjauan kembali dokumen 

penataan ruang yang telah tersusun dan memiliki legalitas hukum terlebih dahulu sebagai dasar dalam pemberian 

insentif. 

 
Kata kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian 
 

 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

Pengendalian merupakan suatu Tindakan pengawasan yang disertai dengan penelusuran atau 

penkajian terlebih dahulu. Pengertian pemanfaatan ruang menurut Undang-Undang Penataan 

Ruang no. 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Mengacu pada kedua 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang merupakan 

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Namun dapat diartikan juga secara umum bahwa 

pengertian pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu proses usaha agar pelaksanaan 

rencana pemanfaatan ruang oleh instansi sektoral, pemerintah daerah, swasta ataupun 

masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan 

ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif 

serta pengenaan sanksi. 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pengendalian 

pemanfaatan ruang dalam bentuk produk hukum yang berisikan perizinan atau persetujuan 

dikeluarkan oleh Kepal Daerah setempat (Pemerintah Kota atau Kabupaten) yang wajib 

dimiliki oleh pemilik yang akan mendirikan, menambahkan, mengurangi, merenovasi atau 

bahkan merobohkan bangunan. IMB diperuntukkan pada 2 jenis bangunan, yaitu Bangunan 

Rumah Tinggal dan Bangunan Non Rumah Tinggal (Supriadi, 2014). Pelanggaran – 
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pelanggaran dalam penataan ruang sangat beragam mulai dari tidak adanya ijin mendirikan 

bangunan pada suatu bangunan, pelanggaran batas sempadan bangunan dan jalan sampai pada 

pelanggaran pada peralihan fungsi bangunan tanpa ijin atau tidak sesuai dengan perijinan 

mendirikan bangunan. 

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang pengembangan sektor industrinya sangat 

pesat, sehingga pembangunan wilayahnya semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan 

ruang masyarakat. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2017 

sudah mencapai 1.313.826 jiwa, tahun 2016 berjumlah 1.270.702 jiwa, angka tersebut 

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2018). Laju pertumbuhan penduduk di 

Kabupaten Gresik pada tahun 2010-2017 mencapai 1,26% (BPS, 2018). 

Kecamatan Kebomas merupakan salah satu kecamatan yang terdapat dalam bagian 

Gresik Perkotaan. Kecamatan ini memiliki fungsi lahan yang komplek. Berdasarkan dokumen 

RDTR Gresik Perkotaan, Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kebomas memiliki fungsi lahan 

sebagai pusat perkantoran dan pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa, permukiman, 

industri, dan wisata. Jalan Dr. Wahidin S. H merupakan Jalan yang termasuk dalam kelas Jalan 

arteri primer. Jalan tersebut berada di Kecamatan Kebomas  yang menghubungkan Gresik-

Surabaya dan Gresik-Lamongan, sehingga perkembangan pembangunannya begitu cepat. 

Kompleksitas fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Kebomas terutama pada koridor 

Jalan Dr. Wahidin S. H menyebabkan pengembangan pembangunan meningkat ke arah barat, 

oleh sebab itu diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui fungsi bangunan dengan 

instrumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai alat dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang di Koridor Jalan Dr. Wahidin S.H, Kabupaten Gresik. 
 
 

METODE 
 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis deskriptif 

kuantitatif dengan beberapa teknik sesuai dengan rumusan masalah. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain data penggunaan lahan eksisting, data perizinan izin 

mendirikan bangunan, dan rencana pola ruang BWP Gresik Perkotaan. Metode Analisis yang 

akan digunakan yaitu: 

1. Analisis Kesesuaian Bangunan yang Berizin 

Analisis kesesuaian bangunan yang berizin merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kesesuaian bangunan yang memiliki izin dan bangunan yang tidak 

memiliki izin. Proses analisis ini menggunakan ArcMap dalam bentuk digitasi dan overlay. 

Data yang digunakan dalam analisis kondisi eksisting dengan bangunan yang memiliki izin 

sebagai berikut: 

a. Digitasi bangunan pada sepanjang koridor Jalan Dr. Wahidin S H menggunakan CSRT 

2016/2017 dengan attribute dalam digitasi berupa field nama bangunan, fungsi 

bangunan, kondisi bangunan. 

b. Hasil data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan mengenai bangunan yang 

memiliki dan telah mengurus izin di koridor Jalan Dr. Wahidin S.H. Data ini dalam 

bentuk shp (shapefile) jumlah dan sebaran bangunan. 

Setelah data terkumpul semua kemudian melakukan overlay intersect menggunakan software 

ArcMap. Hasil dari overlay akan terlihat kesesuaian tumpukan bangunan mana yang memiliki 

izin dan bangunan mana yang tidak memiliki izin berdasarkan fungsi atau pemanfaatan ruang 

eksisting. 
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2. Analisis Kesesuaian Kondisi Eksisting dengan kepemilikan Izin, dan RDTR Gresik 

Perkotaan.Data yang digunakan dalam proses analisis kesesuaian kondisi eksisting dengan 

kepemilikan izin dan RDTR Gresik Perkotaan. Proses analisis menggunakan alat analisis 

overlay kondisi eksisting dengan bangunan yang memiliki izin dan pemanfaatan ruang dalam 

RDTR Gresik Perkotaan sebagai berikut: 

a. Observasi di lapangan mengenai sebaran dan fungsi tiap bangunan pada koridor Jalan 

Dr. Wahidin S H. Sebaran bangunan yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan 

dalam pengolahan ini yang memiliki hasil berupa presentase sebaran fungsi bangunan. 

b. Hasil data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan mengenai bangunan yang 

memiliki dan telah mengurus izin di koridor Jalan Dr. Wahidin S.H. Data ini dalam 

bentuk jumlah dan sebaran bangunan. 

c. Pemanfaatan ruang pada koridor Jalan Dr. Wahidin S. H sesuai dengan dokumen pola 

ruang RDTR Gresik Perkotaan 

Proses overlay intersect menggunakan software ArcMap telah dilakukan. Hasil atau parameter 

penilaian kesesuaian penggunaan atau pemanfaatan ruang yang ada dengan instrumen izin 

mendirikan bangunan, akan diketahui kesesuaian dalam pemanfaatan ruang. Hasil overlay 

akan dibahas satu persatu mengenai bangunan mana saja yang sesuai dan bangunan mana yang 

tidak sesuai sehingga akan mengetahui sebaran kesesuaian bangunan yang terjadi 

3. Arahan Pengendalian Bangunan 

Arahan pengendalian bangunan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting peggunaan 

bangunan, kepemilikan izin, dan pemanfaatan ruang dalam dokumen RDTR Gresik Perkotaan 

memerlukan metode kuantitatif dengan teknik Analisis Hirarki Proses (AHP). Analisis Hirarki 

Proses (AHP) digunakan untuk mengetahui arahan pengendalian bangunan dalam Kabupaten 

Gresik terutama pada koridor Jl. Dr. Wahidin S.H. AHP merupakan salah satu teknik untuk 

membantu dalam hal pengambilan keputusan yang komprehensif karena sifatnya yang multi 

atribut untuk mengkaji masalah yang kompleks baik aspek kualitatif maupun kuantitatif. 

Metode AHP ada tiga  prinsip  dalam  memecahkan  persoalan  dan  menentukan alternatif 

pilihan keputusan yaitu 1) Penyusunan hirarki, 2) Penetapan prioritas, dan 3) Konsistensi Logis. 

Variabel data yang digunakan dalam analisis ini dengan tujuan yang ingin dicapai berupa 

arahan pengendalian bangunan berdasarkan IMB sebagai berikut: 

A. Arahan Insentif (Kriteria 1) 

Arahan insentif berfungsi sebagai: arahan untuk menyusun perangkat dalam rangka 

mendorong kegiatan pemanfaatan ruang yang seJalan dengan rencana tata ruang, katalisator 

perwujudan pemanfaatan ruang, dan stimulan dalam mempercepat perwujudan rencana 

struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Sub kriteria arahan insentif terdiri dari : 

1. Pemberian kompensasi 

2. Pengurangan retribusi 

3. Imbalan 

4. Sewa ruang dan urun saham 

5. Penyediaan prasaran dan sarana 

6. Penghargaan 

7. Kemudahan perizinan 

B. Arahan Disisentif (Kriteria 2) 

Arahan disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, 

atau mengurangi kegiatan yang tidak seJalan dengan rencana tata ruang. Sub kriteria arahan 

disisentif terdiri dari: 
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1. Pengenaan pajak/retribusi tinggi 

2. Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan 

3. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur  

C. Arahan Sanksi (Kriteria 3) 

Arahan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada 

pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota. Sub kriteria arahan sanksi terdiri dari: 

1. Peringatan terlulis 

2. Penghentian sementara kegiatan 

3. Penghentian sementara pelayanan umum 

4. Penutupan lokasi 

5. Pencabutan izin 

6. Pembatalan izin 

7. Pembongkaran bangunan 

8. Pemulihan fungsi 

9. Denda administratif 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penyimpangan   Fungsi   Bangunan   Eksisting   Berdasarkan   Izin   Mendirikan 

Bangunan. 
Bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan di sepanjang koridor Jalan Dr. Wahidin 
Sudiro Husodo berjumlah 119 bangunan yang terdiri dari izin ruko, rumah tempat tinggal, 
kantor pemerintahan, perdagangan dan jasa, toko, kampus, peribadatan, kantor swasta, 
apartement, akademi keperawatan, rumah sakit, wisma, dan stadion olahraga. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan teknik analisis overlay 

(intersect) diperoleh nilai perbandingan fungsi bangunan eksisting dengan bangunan yang 

memiliki izin sebesar 811:119 atau 14,7% dari total bangunan eksisting. Selain itu terdapat 

bangunan yang izinnya tidak sesuai dengan fungsi eksisting sebesar 13,4% dari total bangunan 

yang memiliki izin yaitu terdapat pada segmen 1 dan 2. Berikut peta sebaran dan kesesuaian 

fungsi bangunan eksisting berdasarkan izin mendirikan bangunan (IMB). Pelanggaran terbesar 

berada pada segmen 1 jl. Dr. Wahidin S.H yaitu sebesar 42% fungsi bangunan eksisting tidak 

sesuai dengan ijin mendirikan bangunan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1 Peta Kesesuaian Izin Segmen 1 

Jalan Dr. Wahidin S.H  

 (sumber: Hasil Kompilasi, 2020) 

Gambar 2 Peta Kesesuaian Izin Segmen 2 

Jalan Dr. Wahidin S.H  

 (sumber: Hasil Kompilasi, 2020) 
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Gambar 5 Peta Kesesuaian Izin Segmen 5 Jalan Dr. Wahidin S.H 
(sumber : Hasil Kompilasi, 2020) 

 
Jika mengacu pada manfaat dari IMB adalah menjamin bangunan dari segi keselamatan, 

kesehatan, kenyaman juga sebagai pengendali penertiban sertifikat laik fungsi bangunan 

(Supriadi, 2014), segala perubahan pada bangunan harus mendapatkan perijinan dari 

Pemerintah Kabupaten atau kota. Pelanggaran berupa fungsi bangunan secara eksisting tidak 

sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan sebesar 86,6% berada di sepanjang jalan Dr. Wahidin 

S.H Gresik menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang mengalihfungsikan bangunannya 

tanpa melakukan perijinan ulang kepada Pemerintahan kota atau kabupaten setempat.  Ada 

beberapa penyebabnya yaitu beberapa masyarakat berpendapat bahwa pengurusan perijinan 

IMB sangat membebani masyarakat  dan juga keterbatasan tingkat pemahaman masyarakat 

dalam prosedur kepengurusan IMB (Wiranata & Chumaidah, 2017). Adaya perbedaan budaya 

dalam berperilaku, berfikir, dan juga tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang sangat 

mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu (Suprianto & Harryoga, 2015). 

 
Penyimpangan  Kondisi  Fungsi  bangunan  Eksisting  dengan  Kepemilikan  Izin 

Mendirikan Bangunan ( IMB) dan RDTR Perkotaan Gresik. 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Gresik terdiri dari dua kecamatan, yaitu 

Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas. Koridor Jalan Dr. Wahidin SH termasuk dalam 

Kecamatan Kebomas. Berdasarkan dokumen RDTR Gresik Perkotaan, Bagian Wilayah 

Perkotaan (BWP) Kebomas memiliki fungsi lahan sebagai pusat perkantoran dan pelayanan 

umum, pusat perdagangan dan jasa, permukiman, industri, dan wisata. Sedangkan, Jalan Dr. 

Gambar 3 Peta Kesesuaian Izin Segmen 3 

Jalan Dr. Wahidin S.H  

(sumber: Hasil Kompilasi, 2020) 

 

Gambar 4 Peta Kesesuaian Izin Segmen 4 
Jalan Dr. Wahidin S.H  

(sumber: Hasil Kompilasi, 2020) 
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Wahidin S.H merupakan Jalan yang termasuk dalam kelas Jalan arteri primer yang 

menghubungkan Gresik-Surabaya dan Gresik-Lamongan, sehingga perkembangan 

pembangunannya begitu cepat. 

Pemanfaatan lahan pada sepanjang koridor Jalan Dr. Wahidin SH yang diambil dengan 

jarak 300 meter dari sisi kanan dan kiri Jalan Dr. Wahidin S.H pada segmen 1-3, sedangkan 

pada segmen 4-5 Jalan Dr. Wahidin S.H diambil jarak 400 meter dari sisi kanan dan kiri Jalan. 

Pengambilan jarak tersebut dengan mempertimbangkan luas bangunan pada sisi kiri dan kanan 

pada sepanjang koridor Jalan Dr. Wahidin S.H. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

menggunakan analisis overlay (intersect). Hasil dari overley kesesuaian  fungsi bangunan 

dengan kepemilikan izin mendirikan bangunan diperoleh hasil adanya ketidaksesuaian antara 

fungsi bangunan eksisting dengan kepemilikan izin pada segmen 1 sebesar 43% dan segmen 2 

sebesar 14% di koridor Jalan Dr. Wahidin S.H. Berdasarkan fungsi eksisting bangunan dengan 

rencana pola ruang RDTR Perkotaan Gresik sudah sesuai dengan pemanfaatan rencana pola 

ruangnya. Pemanfaatan pola ruang di sepanjang koridor Jalan Dr. Wahidin S.H diperuntukan 

sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan dan jasa di koridor tersebut 

sebesar 47% dari total bangunan eksisting sepanjang koridor Jalan Dr. Wahidin S.H, 

sedangkan sektor permukiman sebesar 40%. Kemudian berdasarkan kepemilikan izin 

mendirikan bangunan (IMB) dengan rencana pola ruang RDTR Perkotaan Gresik terjadi 

ketidaksesuaian pemanfaatan ruangnya. Permohonan izin sebagai rumah tempat tinggal 

mendominasi izin pada koridor Jalan Dr. Wahidin S.H yaitu sebesar 74% dari total bangunan 

yang memiliki izin. Hasil analisis overlay peta dapat dilihat pada Gambar 7 sampai dengan 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Peta Kesesuaian Pemanfaatan 
Ruang Segmen 1 

(sumber: Hasil Kompilasi, 2020)   

Gambar 8. Peta Kesesuaian Pemanfaatan 

Ruang Segmen 2 

(sumber: Hasil Kompilasi, 2020) 

 

Gambar 9. Peta Kesesuaian Pemanfaatan 
Ruang Segmen 3  

(sumber: Hasil Kompilasi, 2020) 

Gambar 10 Peta Kesesuaian Pemanfaatan 

Ruang Segmen 4 
(sumber: Hasil Kompilasi, 2020) 
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Gambar 11 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Segmen 5 (sumber: Hasil Kompilasi, 2020) 

 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang di 

koridor Jalan Dr. Wahidin S.H dipengaruhi dengan peruntukan atau pengajuan izin yang ada, 
karena pengajuan izin mendirikan bangunan sebagai peruntukan rumah tempat tinggal 
mendominasi izin di sepanjang koridor Jalan tersebut. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam 
perkembangan wilayah sangat diperlukan sebagai alat control dalam pembangunan wilayah 
terutama dalam pengajuan izin yang diajukan. Kebijakan daerah dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang termasuk komponen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 
Pemerintah daerah dalam hal ini harus tegas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah 
dibuat dan disepakati. Arahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang disesuaikan 
dengan kondisi daerah sangatlah diperlukan. 
 
Arahan Pengendalian  Bangunan. 
Alternatif yang digunakan untuk arahan pengendalian bangunan yaitu sosialisasi dalam 
penertiban, melakukan pengawasan, dan peninjauan kembali. Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan menggunakan analisis AHP diperoleh hasil kompilasi nilai dari perhitungan prioritas 
dapat diketahui pada Tabel 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan hasil kompilasi perhitungan prioritas tersebut dapat diketahui urutan 
prioritas berhubungan dengan arahan pengendalian bangunan pada koridor Jalan Dr. Wahidin 
S.H. Alternatif 1 yaitu sosialisasi dalam penertiban bangunan memperoleh jumlah 151,5 yang 
termasuk dalam prioritas kedua. Alternatif 2 yaitu melakukan pengawasan dalam mendirikan 
bangunan memperoleh jumlah 69,4 yang termasuk dalam prioritas ketiga. Alternatif 3 yaitu 
melakukan peninjauan kembali dalam dokumen penataan ruang memperoleh jumlah 178,7 
yang termasuk dalam prioritas pertama. 
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Arahan pengendalian bangunan diperoleh hasil bahwa alternatif pengendalian 
bangunanan  yaitu  berupa peninjauan  kembali  terhadap  dokumen-dokumen  penataan ruang. 
Dokumen penataan ruang tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengendalian bangunan 
yang banyak melanggar penataan ruang yang terdapat di daerah. Arahan yang digunakan dalam 
pengendalian bangunan di koridor Jalan Dr. Wahidin S.H yaitu dengan arahan insentif.Menurut 
Ade Wahyudi (2019),Ely Triwulan Dani, Santun R.P Sitorus, and Munibah Khursatul (2017), 
Agus Sugiarto (2017), pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang 
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif atau disinsentif oleh 
pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberian insentif dan  disinsentif dapat dilakukan 
dengan  memberikan kemudahan perizinan, pembangunan atau pengembangan sarana 
prasarana wilayah, serta keringanan pajak bagi pemanfaatan ruang seJalan dengan rencana pola 
ruang dan sebaliknya. Arahan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menyusun 
peraturan zonasi dan melaksanakan insentif dan disinsentif agar pemanfaatan ruang kedepan 
bisa lebih selaras dengan pola ruang RTRW. 

Pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo belum 
menerapkan seluruhnya instrumen dalam pengendalian bangunan, yang diketahui masih 
banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Oleh sebab itu, arahan 
insentif lebih tepat digunakan dalam pengendaliaan bangunan di sepanjang koridor Jalan Dr. 
Wahidin Sudiro Husodo dengan peninjauan kembali dokumen penataan ruang yang telah 
tersusun dan memiliki legalitas hukum sebagai dasar dalam pemberian insentif. 
 
 

SIMPULAN 
 

Kondisi  eksisting penggunaan  bangunan  pada koridor Jl. Dr.  Wahidin Sudiro Husodo di 

Kabupaten Gresik berfungsi sebagai bangunan pendidikan, perdagangan dan jasa, peribadatan, 

perkantoran, permukiman, pertahanan dan keamanan, kesehatan. Sektor perdagangan dan jasa 

mendominasi penggunaan bangunan eksisting di koridor tersebut, presentase sebesar 47% dari 

total bangunan eksisting dan termasuk dalam kriteria cukup. Berdasarkan bangunan yang 

memiliki izin pada koridor Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo terdapat 119 bangunan  yang 

memiliki izin dari total 811 bangunan eksisting atau sebesar 15% dari total bangunan 

eksisting. Bangunan yang izinnya tidak sesuai dengan fungsi eksisting sebesar 13% dari total 

bangunan yang memiliki izin. Rencana pola ruang BWP Perkotaan Gresik, koridor Jalan Dr. 

Wahidin Sudiro Husodo diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. 47% bangunan 

eksisting sudah sesuai digunakan sebagai perdagangan dan jasa. Berdasarkan permohonan izin 

sebagai rumah tempat tinggal mendominasi izin pada koridor Jalan Dr. Wahidin S.H yaitu 

sebesar 74% dari total bangunan yang memiliki izin. Arahan pengendalian bangunan diperoleh 

hasil bahwa prioritas pengendalian bangunanan yaitu berupa peninjauan kembali terhadap 

dokumen-dokumen penataan ruang. Arahan yang digunakan dalam pengendalian bangunan di 

koridor Jalan Dr. Wahidin S.H yaitu dengan arahan insentif. Prioritas 1 yaitu melakukan 

peninjauan kembali dalam dokumen penataan ruang memperoleh jumlah 178,7. Prioritas 2 

yaitu sosialisasi dalam penertiban bangunan memperoleh jumlah 151,5. Prioritas 3 yaitu 

melakukan pengawasan dalam mendirikan bangunan memperoleh jumlah 69,4 
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